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ABSTRAK

Adanya upaya yang bersifat pelarangan, anjuran dan lain lain pada nyatanya tidak membuat masyarakat mematuhi, justru terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. Terdapat kegiatan interaksi secara bebas ataupun kerumunan dengan tanpa mengenakan masker sesuai anjuran pemerintah, sehingga menjadi alasan dibentuknya penerapan sanksi kepada warga yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam kerangka sistem pidana Indonesia, Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan  masalah-masalah sebagai berikut;Bagaimana kedudukan sanksi pidana terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 dalam pandangan hukum pidana Indonesia?; Bagaimanakah model yang harus dikembangkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya penanganan pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19?
Metode penelitian yang peneliti gunakan bersifat spesifikasi yaitu deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengani fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode Pendekatan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder berupa hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam kerangka sistem pidana Indonesia.
Kesimpulan yang didapatkan dalam tesis ini adalah Kedudukan sanksi pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam pandangan hukum pidana indonesia adalah seharusnya sudah cukup untuk diterapkan terlebih dahulu sanksi administratif tanpa harus juga menerapkan peraturan pidana secara bersamaan, karena memang pelaksanaan sanksi administratif tersebut lebih efektif tanpa harus melalui prosedur pengadilan, mengurangi kepadatan populasi pada lembaga pemasyarakatan; Model yang harus dikembangkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya penanganan pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19 adalah pengembangan konsep pidana administrasi karena dalam hukum pidana delik pelanggaran merupakan wetsdelicten atau delik undang-undang karena perbuatan tersebut baru dapat dihukum (dijatuhi sanksi pidana)
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ABSTRACT

The existence of efforts that are prohibited, recommended and others do not in fact make the public comply, in fact there are many violations of health protocols that occur. There are free interaction activities or crowds without wearing masks according to government recommendations, so that is the reason for the establishment of sanctions for residents who violate the COVID-19 health protocol within the framework of the Indonesian criminal system. Problem Identification Based on the background above, the following problems can be stated ;What is the position of criminal sanctions for violations of the Covid 19 Health Protocol in the view of Indonesian criminal law?; What is the model that must be developed for the implementation of health protocols in an effort to handle violations of the Covid 19 Health protocol?

The research method that the researcher uses is descriptive in nature, that is, it describes and describes as well as analyzes the facts through a statutory approach. Method Approach normative juridical research method, namely legal research that focuses on the study of library data as secondary data in the form of positive law that regulates and relates to violations of the COVID-19 health protocol within the framework of the Indonesian criminal system.

The conclusion obtained in this thesis is that the position of criminal sanctions for violations of the covid 19 health protocol in the view of Indonesian criminal law is that it should be sufficient to apply administrative sanctions first without having to apply criminal regulations simultaneously, because indeed the implementation of administrative sanctions is more effective without having to implement criminal sanctions. through court procedures, reduce overcrowding in prisons; The model that must be developed for the implementation of health protocols in an effort to handle violations of the Covid 19 Health protocol is the development of the concept of administrative crime because in criminal law a violation offense is a wetsdelicten or statutory offense because the act can only be punished (subject to criminal sanctions).
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum Pidana dilihat secara meteril
 menduduki posisi sentral dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hukum pidana menjadi penting peranannya, sekarang dan di masa mendatang bagi masyarakat sebagai kontrol sosial untuk mencegah timbulnya disorder, khususnya sebagai pengendali  kejahatan
. Hal tersebut menunjukan bahwa ketentuan  hukum  materil  (dal hal ini hukum pidana) tidak  boleh  ditafsirkan  lain  karena dapat  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  (rechtonzekerheid).  Keadaan apabila aturan main yang diatur dalam hukum pidana dilanggar, maka akan menimbulkan kekacauan hukum

Hukum yang baik seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan dan selanjutnya pijakan terakhir adalah kepastian hukum.  Keadilan dalam hukum pidana selama ini   sudah dianggap ditegakkan apabila pelaku tindak pidana setelah melalui proses peradilan pidana dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Pemikiran itu tersebut tidak terlepas dari dominasi paradigma Retributive Justice dalam pembentukan dan implementasi hukum pidana. 

Paradigma Retributive Justice melihat kejahatan sebagai persoalan antara negara dengan individu pelaku karena hukum yang ditetapkan oleh negara untuk menjaga ketertiban, ketentraman,dan keamanan kehidupan bermasyarakat telah dilanggar oleh pelaku
. Retributive Justice memandang bahwa wujud pertanggungjawaban pelaku harus bermuara pada penjatuhan sanksi pidana. Kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Banyak pendapat mengemuka terkait dengan penjatuhan sanksi pidana dikatakan bahwa substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama ini dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban. Selama ini sanksi pidana lebih merupakan “pembayaran atau penebusan” kesalahan pelaku kepada Negara daripada wujud pertanggung jawaban pelaku atas perbuatan jahatnya kepada korban.8 Padahal yang langsung mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana itu adalah korbannya.

Keberjalanan dinamika peristiwa hukum dalam tantangan yang terjadi di Indonesia pada kedudukannya menjadi persoalan sebagai negara hukum. Berbagai penerapan elemen sistem hukum perlu ditinjau kembali melalui upaya dekonstruksi suatu kebijakan secara kontiniu, guna merealisasikan kedudukan hukum yang secara responsif dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan negara
. Konsekuensi bahwa segala perlakuan dan aktivitas warga negara menjadi pertanggungjawaban pemerintah yang mengikat dalam hukum (Rechsstaat)
. Dengan mengacu pada dialektika hukum normatif yang pada perkembangannya akan mampu menciptakan ketertiban di masyarakat, perlu suatu keharusan tata cara perumusan hingga implementasi suatu kebijakan yang tepat. Sehingga diharapkan dapat memberikan petunjuk terkait kesesuaiannya dengan tingkah laku masyarakat dan penentuan kaidah dan norma yang akan diterapkan pada proporsi substansial peraturan perundang- undangan yang berlaku, khususnya pada pengaturan upaya penanganan pandemi Covid 19 saat ini. Prioritas pemerintah yang optimal memengaruhi laju penekanan angka korban Covid 19 melalui ketentuan arah suatu kebijakan yang dibuat. Hal ini dikarenakanan virus corona sangatlah berbahaya melalui penularan yang begitu cepat antar manusia dengan korban pertama dilaporkan terdapat di kota Wuhan, China pada Desember 2019
.

Keberadaan Covid 19 telah membawa perubahan perilaku terhadap seluruh aspek kehidupan di dunia tanpa terkecuali, terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. World Health Organization atau disingkat WHO telah mengumumkan status pandemi global untuk penyakit virus corona 2019 atau disebut corona virus disease 2019 (Covid 19) pada tanggal 11 Maret 2020. Dengan adanya penyebaran virus Covid 19 telah berdampak pada segala bidang aspek kehidupan tidak hanya pendidikan, bisnis, ekonomi dan keagamaan tetapi juga berpengaruh pada penegakkan hukum. Berbagai lapisan masyarakat, pemerintahan dan perusahaan menghadapi dampak dari adanya pandemi ini, dampak pada aspek ekonomi
 ini dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat karena Pemerintah, Pimpinan perusahaan dan masyarakat umum harus mengatasi pandemi Covid 19 ini dengan banyaknya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya mengurangi penyebaran virus, seperti peredaran masker gratis dan penyediaan rumah sakit khusus isolasi mandiri. Lain halnya dengan pimpinan perusahaan, beberapa dari mereka harus memberlakukan kebijakan pengurangan pegawai serta pemotongan gaji
. 
Paradigma hukum yang timbul bukan hanya mengenai kapasitas hukum dalam perkembangan hierarki peraturan perundang undangan, namun secara sistematis unsur penegakan hukum tidaklah sesuai dengan legal culture masyarakat Indonesia. Dalam hal ini akan menimbulkan bentuk perlawanan atau ketidakpatuhan yang ditandai dengan masih banyaknya zona merah yang disebabkan oleh kepatuhan masyarakat yang begitu minim. Padahal, kepatuhan masyarakat merupakan salah satu faktor dalam menurunkan potensi jumlah penularan angka Covid 19 di berbagai daerah melalui penilaian tingkat kepatuhan

Penerapan sanksi dilakukan karena upaya atau pendekatan secara kekeluargaan dianggap kurang ampuh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan Covid 19. Keberadaan aturan hukum protokol kesehatan Covid 19 yang masih terpisah-pisah antara satu dengan lainnya ataupun masih bergandengan dengan aturan hukum induk seperti aturan hukum kesehatan, wabah penyakit menular, karantina kesehatan dan aturan hukum adat, hingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya Pasal 212, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 karena dianggap menghalangi petugas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, dipergunakan sebagai dasar pengambilan tindakan terhadap mereka yang melupakan penerapan ketentuan pemerintah dalam mencegah Covid 19. 

Sanksi pidana yang keras sampai diterapkan dengan dasar hukum yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP). Adapun ketentuan dalam pasal-pasal KUHP yang dimana terdapat dalam Pasal 212 Pasal 216 ayat (1) dan (2) dan pasal 218. Begitu pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan  khususnya dalam Pasal 93 mengatur mengenai sanksi. Dalam penegakan hukum protokol kesehatan Covid 19 ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular  juga mengatur sanksi pidana sebagaimana termaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1), (2) dan ayat (3).

Keberadaan peraturan hukum tidak menimbulkan rasa takut ataupun efek jera terhadap warga negara yang tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan Covid 19, karena tidak spesifik mengatur tentang keharusan melaksanakan protokol kesehatan Covid 19. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran dari protokol kesehatan Covid 19 tidak memiliki pedoman dasar (legal protection) yang kuat agar dapat mengikat secara luas, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat bila tertangkap melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid 19. Hal tersebut tentunya merupakan hal yang wajar mengingat aturan hukum pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid 19 sifatnya administratif. Sifat administratif ini pada dasarnya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat apabila disandingkan dengan keberadaan hukum pidana. Namun dilain sisi, keadaan tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid 19 banyak terjadi. Hal tersebut menunjukan pentingnya keberadaan hukum pidana dalam penanganan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid 19
B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan  masalah-masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana kedudukan sanksi pidana terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 dalam pandangan hukum pidana Indonesia?

2. Bagaimanakah model yang harus dikembangkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya penanganan pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19?
BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
 Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu
. Metode yang dapat  digunakan adalah sebagai berikut:

1.
Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis,
 yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam kerangka sistem pidana Indonesia yang pada dasarnya terdapat 2 pandangan yaitu pandangan bahwa sanksi pelanggaran tersebut bersifat administratif dan sanksi pelanggaran tersebut merupakan sanksi pidana. Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengani fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan
.
2.
Metode Pendekatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder
, berupa hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam kerangka sistem pidana Indonesia. 
BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 Dalam Pandangan Hukum Pidana Indonesia
Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum pidana terdiri dari preventif dan represif, yaitu: membuat takut setiap orang agar mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana; dan mendidik setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi lebih baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Hukum pidana juga mengenal asas ultimum remedium yaitu sanksi pidana sebagai upaya terakhir untuk memperbaiki tingkah laku manusia. Pidana bersifat penderitaan istimewa, penggunaannya dilakukan jika sanksi hukum lainnya tidak memadai lagi.

Dengan adanya penerapan asas Ultimum remedium seharusnya pelanggaran prokes diutamakan administratif, sebagaimana dikemukakan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan  dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dalam instruksi tersebut mengatur, antara lain perintah untuk mematuhi prokes salah satunya dengan adanya perintah pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan upaya pengaturan jaga jarak. Jika perintah tersebut dilanggar oleh perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan atau tulisan; kerja sosial; denda administratif; atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Adapun penerapan tersebut diimplementasikan oleh peraturan daerah dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing daerah.
Menindaklanjuti Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020, dikeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sebagaimana diketahui yang telah menyelenggarakan acara pernikahan anak dari MRHS di Petamburan diancam dikenakan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.79 Tahun 2020 Jo. Surat Satpol DKI Jakarta Nomor 2250/-1.75 tertanggal 15 November 2020 yakni dikenakan sanksi berupa teguran tertulis disertai denda sebesar Rp50.000.000,00.. Tetapi, setelah membayar denda tersebut MRHS ditetapkan sebagai terdakwa. MRHS didakwa dalam beberapa perkara yang berbeda, yakni:

1. Berkas perkara nomor 221/Pid.B/2021/PN. Jkt.Tim didakwa Pasal 160 KUHP atau Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perkara ini khusus untuk pelanggaran protokol Kesehatan di Petamburan yang menyelenggarakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putrinya.

2. Berkas perkara nomor 224/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim didakwa Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 216 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP. Perkara ini khusus untuk pelanggaran kekantinaan Kesehatan yang terjadi di RS Ummi Bogor.

3. Berkas Perkara nomor 226/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim didakwa Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan/atau Pasal 93 UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau Pasal 216 KUHP. Perkara ini ini khusus untuk pelanggaran protokol Kesehatan saat MRHS hadir di Markaz Syariah Pesantren Alam Agrokultural, Megamendung, 13 November 2020 setelah beberapa hari kepulangannya dari Arab Saudi. 

Dalam peristiwa ini penerapan asas ultimum remedium tidak diterapkan untuk menghukum MRHS, padahal pelanggaran tersebut dapat diselesaikan melalui jalur sanksi administratif sebagai langkah awal untuk menegakkan suatu peraturan. Selain itu, peraturan yang dilanggar oleh MRHS merupakan sanksi administratif yang terdapat dalam Peraturan yang terdapat dalam Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 Jo. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 mendukung adanya asas ultimum remedium. Asas tersebut menjelaskan bahwa sanksi pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. Akan tetapi ada juga pandangan lain bahwa jika penerapan asas ultimum remedium mengalami kendala dan perbuatan terdakwa sudah dianggap melanggar kepentingan negara maupun rakyat baik berdasarkan aturan perundang-undangan ataupun perasaan masyarakat, atas pertimbangan tersebut sanksi pidana menjadi langkah utama untuk membuat jera pelaku. 

Berbicara masalah efektivitas penerapan sanksi alternatif selain pidana penjara di Indonesia membuat para penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menjalankan proses hukum wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan. Bahkan, pihak kepolisian memiliki beban yang cukup berat untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kedisiplinan dan juga harus selalu siap menegakkan aturan. Sehingga atas dasar tersebut, penerapan sanksi pidana (primum remedium) diberlakukan bagi pelanggar prokes, termasuk pada perkara Saudara MRHS. Hal ini membuktikan bahwa penerapan sanksi pidana penjara paling sering diterapkan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Penerapan aturan perundang-undangan terhadap suatu peristiwa hukum memang tidak mudah, diperlukan berbagai upaya. Penerapkan peraturan perundang-undangan harus sesuai dalam peristiwa hukum nyata, dalam hal peristiwa hukum yang dimaksud ialah pelanggaran prokes.

A. Model Yang Harus Dikembangkan Untuk Pelaksanaan Protokol Kesehatan Dalam Upaya Penanganan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19

Kasus positif Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia tak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak disiplin melaksanakan protokol kesehatan, maka dalam hal ini diperlukannya suatu regulasi hukum sebagai upaya dalam meminimalisir kasus yang terjadi. Penerapan sanksi dilakukan karena upaya atau pendekatan secara kekeluargaan dianggap kurang ampuh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan Covid-19. Keberadaan aturan hukum protokol kesehatan Covid-19 yang masih terpisah-pisah antara satu dengan lainnya ataupun masih bergandengan dengan aturan hukum induk seperti aturan hukum kesehatan, wabah penyakit menular, karantina kesehatan dan aturan hukum adat, hingga penggunaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana khususnya Pasal 212, Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 karena dianggap menghalangi petugas dalam melaksanakan tugas kewajibannya, dipergunakan sebagai dasar pengambilan tindakan terhadap mereka yang melupakan penerapan ketentuan pemerintah dalam mencegah Covid-19. Sanksi pidana yang keras sampai diterapkan dengan dasar hukum yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP).
Adapun ketentuan dalam pasal-pasal KUHP yang dimana terdapat dalam Pasal 212 Pasal 216 ayat (1) dan (2) dan pasal 218. Begitu pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU KK) khususnya dalam Pasal 93 mengatur mengenai sanksi. Dalam penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 ialah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut UU Wabah Penyakit Menular) juga mengatur sanksi pidana sebagaimana termaksud dalam Pasal 14 pada ayat (1), (2) dan ayat (3).

Dalam bidang hukum pidana eksistensi perundangundangan sangat penting sebagai salah satu perwujudan asas legalitas yang merupakan asas fundamental dalam bidang hukum pidana. Namun demikian dalam rangka fungsi kepastian hukum (legalitas) tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan pidana harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten secara intern yang mengandung makna bahwa dalam peraturan perundangundangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa serta adanya hubungan “harmonisasi” antara berbagai peraturan perundangundangan. Sedangkan syarat materiil (substansial) yaitu harus memperhatikan rambu-rambu dalam melakukan kriminalisasi, penggunaan sanksi pidana dan prosedur/mekanisme sistem peradilan pidana. 

Digunakannya hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial dan rekayasa sosial (law as social control and social engineering) tampaknya dianggap tidak menjadi persoalan penting. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut Indonesia. 

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua yaitu setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, hukum pidana masih digunakan dan “diandalkan” sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan akhir-akhir ini pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub-bab tentang “ketentuan pidana” sebagai karakter dari Administrative Penal Law. Dapat disampaikan amanahnya bahwa Hukum Pidana hampir selalu menjadi “guard” pada disiplin ilmu lainnya di berbagai bidang, termasuk disiplin Hukum Administratif tersebut, sehingga terkesan bahwa apapun produk legislasi tanpa adanya ketentuan sanksi pidana, maka regulasi akan dianggap sebagai produk yang tidak ada nilainya. Alasan ini memang menunjukan bahwa Hukum Pidana memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang berkembang dalam masyarakat. Keterbatasan inilah sebagai salah satu solusi dikenalkannya hukum pidana pada disiplin ilmu lainnya, antara lain Hukum Administrasi

Dijadikannya peraturan perundang-undangan pidana sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan/atau perlindungan dari kejahatan, secara teoritis dimungkinkan mengingat ada 2 (dua) model pembentukan undang-undang secara sosiologis yaitu: 

1. Model konsensus, dimana pembentukan suatu undang-undang didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sosial dalam masyarakat, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan nilai-nilai sosial sehingga perlu dilindungi dalam undang-undang. 

2. Model konflik, yaitu pembentukan suatu undang-undang didasarkan pada kepentingan-kepentingan individu atau kelompok dimana kepentingan tersebut seakan-akan sebagai nilai-nilai sosial yang perlu dilindungi dalam undang-undang dengan memberi sanksi terhadap pelanggarnya. 

Model tersebut berkaitan dengan dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum yakni pertama teori kekuasaan (machttheorie) bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat. Kedua teori pengakuan (annerkennungstheorie) yaitu kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dalam kapasitas pelanggaran protokol Kesehatan covid 19. 

Menurut penulis model consensus dapat dikatakan sebagai dasar adanya Tindakan dalam menyikapi pelanggaran protocol Kesehatan covid 19 karena undang-undang aturan nyata-nyata dibutuhkan dalam menyikapi pelanggaran protokol Kesehatan. Selain itu didasarkan pada keberadaan peraturan hukum tidak menimbulkan rasa takut ataupun efek jera terhadap warga negara yang tidak mengindahkan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19, karena tidak spesifik mengatur tentang keharusan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Maka dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran dari protokol kesehatan Covid-19 tidak memiliki pedoman dasar (legal protection) yang kuat agar dapat mengikat secara luas, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi masyarakat bila tertangkap melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan Covid-19. Tidak adanya norma yang mengatur tindakan berupa pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 tersebut menimbulkan kondisi kekosongan norma. Banyaknya tuntutan dari berbagai pihak untuk membentuk aturan hukum yang lebih tegas dalam penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19, kemudian menimbulkan asumsi bahwa diperlukannya hukum pidana berupa sanksi pidana untuk dapat menertibkan perilaku masyarakat yang masih melanggar aturan protokol kesehatan Covid-19, sehingga diharapkan mampu menanggung inisiatif pemerintahan dalam mencegah tersebarnya Covid-19. Penggunaan hukum pidana tentu melingkupi perbuatan atau tindakan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana. Jika membicarakan pelanggaran terhadap protokol kesehatan covid-19 yang memerlukan hukum pidana dalam penegakannya maka perlu ditelusuri lebih lanjut mengenai perbuatan dari melanggar protokol kesehatan covid-19 tersebut dapat tergolong dalam delik pidana atau tidak
BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan:

1. Kedudukan sanksi pidana terhadap pelanggaran protokol kesehatan covid 19 dalam pandangan hukum pidana indonesia adalah seharusnya sudah cukup untuk diterapkan terlebih dahulu sanksi administratif tanpa harus juga menerapkan peraturan pidana secara bersamaan, karena memang pelaksanaan sanksi administratif tersebut lebih efektif tanpa harus melalui prosedur pengadilan, mengurangi kepadatan populasi pada lembaga pemasyarakatan, denda juga dianggap sebagai bentuk efek jera untuk mematuhi kebijakan agar tidak melanggar prokes disertai dengan adanya bayaran terhadap pemerintah apabila melanggar prokes. Namun demikian, mengacu pada adagium hukum in cauda venenum, yaitu ada racun yang terletak di ekor. Maknanya adalah setiap peraturan yang berdasar pada hukum administrasi diakhiri dengan sejumlah ketentuan pidana. 

2. Model yang harus dikembangkan untuk pelaksanaan protokol kesehatan dalam upaya penanganan pelanggaran protokol Kesehatan Covid 19 adalah pengembangan konsep pidana administrasi karena dalam hukum pidana delik pelanggaran merupakan wetsdelicten atau delik undang-undang karena perbuatan tersebut baru dapat dihukum (dijatuhi sanksi pidana) sebab undang-undang yang mengatakannya demikian, sehingga sifat terlarang yang terkandung dalam delik pelanggaran hams dimuat secara kongkrit dalam undang-undang. Kebijakan hukum pidana (penal policy) dalam cakupan hukum administrasi yang berupa hukum pidana administrasi (administrative criminal law/ administrative penal law) sejatinya mengarah kepada pendayagunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan publik. 
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